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ABSTRAK 
RETNO ANNISA, (B11111392) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN 
OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (Studi Kasus Putusan No. 
1459/Pid. B/2013/PN. Mks), dibawah bimbingan Slamet Sampurno 
sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai 
Pembimbing II  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan 
pidana materil tentang tidak pidana pemakasaan persetubuhan yang 
dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 
dengan nomor putusan : 1459/Pid.B/2013/PN.Mks 
   
Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri  Makassar dengan 
melakukan wawancara dengan hakim. Selanjutnya data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 
Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
(1)Penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
pemaksaan persetubuhan dengan anak, telah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. berdasarkan fakta-fakta 
hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi 
maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuain dan terdakwa 
sehat jasmani dan rohani sehingga mampu member I 
pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi 
hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. (2) Pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan 
yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara Nomor 
1459/Pid.B/2013/PN.Mks lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap 
terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan 
berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, 
seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal 
tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan 
kesempatan kepada terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak 
tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Indonesia adalah 
Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk 
menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak- hak yang 
termasuk dalam hak asasi manusia. 
Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana 
segala aspek kehidupan masyarkatnya diatur dalam suatu sistem 
hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditaati 
dan ditegakkan oleh siapapun yang ada di negara tersebut tanpa 
terkecuali. 
Dalam hal munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk 
penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. 
Pelaksanaan hukum di Indonesia yang sering dilihat atau dipandang 
sebelah mata oleh masyarakat. Segala upaya yang dilakukan 
pemerintah Indonesia, untuk mewejudkan cita- cita bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang memiliki kehidupan masyarakat yang tentram 
dan tertib, agar tidak seorangpun merasa ditindas dan dipelakukan 
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tidak adil tentang hak- haknya, maka diperlukan adanya penegakan 
hukum yang tegas dan seadil- adilnya.  
Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa yang harus di jalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan 
kehidupan yang lazim disebut norma. Anak adalah karunia Tuhan 
Yang Maha Esa dan anak merupakan tanggung jawab orang tua yang 
tidak boleh diabaikan, dimana orang tua wajib memelihara dan 
mendidiknya yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa. 
Orang tua juga harus memelihara kelangsungan hidup anaknya.  
Anak merupakan penerus masa depan bangsa dan negara di 
masa yang akan datang. Oleh sebab itu anak harus dilindungi dan 
dijaga harga dirinya  karena kedudukan anak sangatlah penting bagi 
kelangsungan hidup bangsa dengan tidak membedakan suku,  agama, 
ras dan budaya.  
Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 
mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya 
perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi 
(Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
bagian menimbang pada huruf d). 
Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas 
bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini 
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adalah bangsa Indonesia. Namun pada ahkir-ahkir ini sering terdapat 
suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak dibawah umur yang 
dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak di bawah umur, dan 
hal ini merupaka suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya 
bagi anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. 
Perlakuan baik kepada anak mutlak diperlukan karena dapat 
membuat mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak, sehingga 
pada gilirannya nanti anak dapat menyadari kewajiban-kewajibannya 
selaku anak yang dapat berbakti kepada orang tua, agama, bangsa 
dan negara. 
Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya 
berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan 
terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan 
kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang 
berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan 
seksual. 
Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, 
termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat 
penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak 
pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial 
yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa 
adalah anak. 
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Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan 
baik oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara 
universal sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi hak-hak asasi 
manusia. 
Perlindungan anak menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak- hak anak agar dapat tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan terhadap anak.  
Di zaman modern ini kasus mengenai kekerasan, pemerkosaan 
serta perdangan terhadap anak sudah banyak kita jumpai bahkan 
hampir setiap waktu ada pemberitaan mengenai hal tersebut baik di 
media cetak maupun media elektronik. Melihat hal tersebut masih 
banyak anak Indonesia yang haknya terlanggar dan terabaikan. 
Selain itu berita mengenai persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak semakin sering terjadi. Mengenai persetubuhan yang 
dilakukan terhadap anak ini banyak terjadi setelah seorang anak 
melakukan perkenalan melalui media sosial. Dimana anak dapat 
dengan mudah mengakses situs- situs pornografi. 
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Maraknya kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak, 
merupakan cerminan kegagalan penegakan hukum dalam 
menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. 
Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, 
sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup 
lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 
Undang-Undang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam 
Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang 
peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu 
tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Hampir 
setiap hari media massa tak pernah sepi memberitakan peristiwa-
peristiwa tentang tindak pidana pemerkosaan maupun persetubuhan 
baik dengan korban perempuan dewasa maupun dengan korban anak.  
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum 
pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan 
tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan 
tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut 
diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga 
tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta 
mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena 
suatu ancaman sanksi yang cukup berat. 
Namun pemberitaan akhir- akhir ini baik di media cetak maupun 
media elektronik adalah persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga 
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anak itu sendiri, misalnya oleh bapak kandung, paman , kakak ataupun 
kakek dari anak tersebut. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran 
seseorang terhadap bagaimana memperlakukan anak tersebut.  
Hal ini akan berdampak buruk apabila terjadi terhadap anak , 
selain berdampak pada psikologis anak tersebut akan berdampak pula 
terhadap masa depan anak itu sendiri. Karena tentunya anak tersebut 
akan merasa malu dengan lingkungan yang ada disekitarnya terhadap 
apa yang terjadi dengan dirinya. Anak tak mampu menolak sesuatu 
yang berupa paksaan dari seseorang dewasa.  
Kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak semakin 
menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa 
anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. 
Kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak juga pernah 
terjadi di Kota Makassar. Adapun posisi kasusnya secara singkat 
Risnawati alias Risna saksi korban sementara tidur bersama adiknya 
tiba- tiba Muddin Dg. Kulle masuk ke dalam kamar saksi korban dan 
langsung mematikan lampu kamar dan mengancam saksi korban. 
Setelah itu terdakwa menyetubuhi Risna lalu setelah itu terdakwa 
meninggalkan saksi korban. 
Kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak yang terjadi 
di Kota Makassar tersebut, memberikan gambaran bahwa kasus 
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tersebut sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Maka, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul :  
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan 
Persetubuhan oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus 
Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan 
mengajukan beberapa rumusan masalah sebgai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill terhadap tindak 
pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak ? 
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1459/Pid. 
B/2013/PN.Mks ? 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak 
pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
Nomor 1459/Pid. B/2013/PN.Mks. 
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D. Keguanaan Penelitian 
Ada pun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan 
untuk mengetahui upaya- upaya penanggulangan terhadap tindak 
pidana memaksa anak melakukan persetubuhan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian – Pengertian 
1. Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang- undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 
delik, sedangkan pembuat unadng- undang merumuskan suatu 
Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman ( pidana ). 
Moeljatno mendefinisikan Strafbaarfeit sebagai suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang- undangan 
(Adami Chazawi 2002 : 72 ).  
Pompe mendifinisikan Strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
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dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum (Lamintang 1997 : 34 ).  
Menurut Pompe bahwa ada 2 ( dua ) macam definisi terkait 
tindak pidana yaitu : (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225)  
Definisiteoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang 
diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana 
untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
Definis yang bersifat perundang- undangan yaitu suatu peristiwa yang 
oleh Undang- Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) 
dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di 
dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. 
Sedangakn Wirjono prodjodikoro mendifinisikan Strafbaarfeit 
sebagai suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan 
hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana (Wirjono 
Prodjodikoro 2003 : 55 ) 
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar dalm 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu 
berdasarkan asas legalitas ( Principle of legality ) asas yang 
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang- 
undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai 
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Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ( tidak ada delik, tidak 
ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu ). 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana. 
Menurut D. Simons pengertian tidank pidana adalah sebgai 
berikut: 
Tindak pidana  tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 
oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum (Lamintang 1997: 185).  
Menurut J. Bauman “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan ( Sudarto 1997 : 30 ). 
Tindak pidana (Amir Ilyas, 2012: 27) juga diartikan sebagai 
suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang 
telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban 
seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu 
mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai 
perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of 
legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
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dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam undang-undang. 
Karni merumuskan ”delik itu mengandung perbuatan yang 
mengandung hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang 
sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan 
dipertanggungjawabkan” (Sudarto, 1990 :42). 
Hezewinkel Suringa merumuskan tindak pidana sebagai suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam 
suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang 
harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-
sarana yang bersifat memaksa terdapat didalamnya (Lamintang, 1984 
:172). 
Sedangkan menurut Bambang Poernomo perumusan mengenai 
perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 
“Bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ( KUHP ) pada umumnya terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang ada 
pada diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.  
Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat 
dipersalahkan. Jikalau orang yang melakukan pelanggaran itu 
adalah orang yang kurang sempurna akalnya  atau sakit jiwanya 
(gila) maka  perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatannya  dan oleh karena itu tidak dapat 
dipersalahkan.”  
Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang bunyinya: 
“Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak 
dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya 
cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 
maka tidak dipidana”.  
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Oleh karena itu, suatu azas pokok dari hukum pidana adalah 
tidak ada pidana (hukuman) tanpa ada kesalahan dan setiap 
kesalahan yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggung 
jawabkan oleh pelaku.Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan atau tindakan- tindakan dari 
pelaku yang harus dilakukan. 
Unsur- unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus dan culpa ); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
3)  Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain- lain; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbrdachteraad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 
340 KUHP; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut pasal 308 KUHP 
Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
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Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 
; dan 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat; 
Selain itu dalam terciptanya suatu tindak pidana ada beberapa 
unsur yang harus terpenuhi yakni sebagai berikut : 
a. Adanya perbuatan ( manusia ) 
b. Memenuhi rumusan dakam undang- undang ( syarat formil yang 
terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP ) 
c. Bersifat melawan hukum ( merupakan syarat materiil ) 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tindak pidana memiliki 5 
(lima ) unsur yakni : 
1. Subjek 
2. Kesalahan 
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undnag- 
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 
5. Waktu, tempat, dan keadaan ( unsur objektif lainnya ) 
Van Hamel mengatakan strafbaarfeit sebagai suatu serangan 
atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain (Lamintang, 1997 
:182). 
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a) Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat 
diakatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka 
seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. 
Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, 
yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. 
Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk 
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur ini antara lain : 
(1) Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa) 
(2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
(3) Macam-macam maksud atau oogmerk 
(4) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad 
(5) Perasaan takut atau vrees 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam 
keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini 
adalah : 
(1) Sifat melawan hukum 
(2) Kuasalitas dari perilaku 
(3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194). 
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Menurut Amir Ilyas, unsur- unsur tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki 
rumusan delik)  
2. Memiliki sifat melawan hukum  
3. Tidak ada alasan pembenar  
Menurut Pompe unsur dari tidak pidana adalah sebagai berikut : 
1. Unsur Perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan 
dan sifat melawan hukum perbuatan. 
2. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) yang 
mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan 
kemampuan bertanggungjawab. 
Menurut Schrabvendijk unsur tindak pidana adalah : 
(1) Kelakuan (orang yang) 
(2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum 
(3) Diancam dengan hukuman 
(4) Dilakukan oleh orang 
(5) Dipersalahkan 
Loebby Loqman memberikan pendapatnya tentang unsur- unsur 
tindak pidana yang meliputi :  
1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif 
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2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana Undang- 
Undang 
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum. 
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan 
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan (Erdianto Effendi :99) 
2. Kekerasan 
Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah 
interaksi sosial yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan 
korban. Karena itu perlu rumusan pengertian tentang apa yang 
dimaksud dengan kekerasan dan jenis-jenis kerasan atau ancaman 
kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak di bawah 
umur. 
Pasal tersebut dijelaskan oleh (Soesilo, 1998 : 98) bahwa: 
“Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan 
atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan 
lebih lanjut sebagai berikut: 
“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. 
Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala 
macam senjata, menyepak, menendang, dsb. 
Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal 
ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya“. 
“Pingsan”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” 
umpanya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain 
obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. 
“Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang 
terjadi akan dirinya. 
“Tidal berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau 
tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan 
perlawanan sedikit pun. 
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Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, 
mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga 
orang itu lumpuh. 
“Orang tak berdaya” dapat mengetahui apa yang terjadi atas 
dirinya. 
 
Jenis-jenis Kekerasan 
Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalan 
hal tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam 
Pasal-pasal yang dimulai dari pasal 55 ke 2, 120, 145, 170 ke 1, 175, 
285, 289, 300 (1) ke 3, 330, dan 332 (1) ke-2, . Semuanya dapat 
dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 
a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan 
kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 
55 ke 2). 
b. Jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan 
dengan akal curang, seperti penyesatan, penyamaran, 
pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan 
menawarkan, menerima, membayangkan, atau menjanjikan 
hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun; atau dilakukan 
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dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana 
kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120). 
c. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun enam bulan. (Pasal 170 ke-1). 
d. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Pasal 
285).  
e. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. (Pasal 289).  
f. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah, barang siapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk 
minum-minuman yang memabukkan. (Pasal 300 (1) ke 3).  
g. Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum 
cukup umur dari kekuasaan menurut undang-undang ditentukan 
atas dirinya atau dari pengawasan oleh orang yang berwenang 
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untuk itu, diancam pidana penjara paling lama tiga tahun. 
Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 
dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 
Sembilan tahun. (Pasal 330).  
h. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu 
muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud 
untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di 
dalam maupun di luar perkawinan. (Pasal 332 (1) ke 2).  
3. Memaksa 
Perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang 
ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain 
yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain 
tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan 
kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada 
dua macam, yaitu : 
a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau 
b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan 
apa yang dikehendaki orang yang memaksa. 
Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu 
force majeure, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan 
overmacht.  
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Semua tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan 
yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal tersebut dalam 
KUHPidana, diancam dengan pidana penjara yang berat antara 
lima hingga dua belas tahun. Meskipun demikian tindak pidana 
kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan masih terus terjadi, sehingga 
penegakan hukum mutlak diperlukan demi keadilan dan kebenaran 
berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 
Hal tersebut patut menjadi perhatian khusus untuk berupaya 
menanggulanginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Karena meskipun peraturannya sudah bagus, akan 
tetapi jika pelaksana atau penegakan hukumnya tidak bagus maka 
hasilnya tentu tidak bagus. Sebaliknya walaupun peraturannya 
kurang bagus, tetapi para pelaksana atau penegak hukumnya 
bagus, tegas, disiplin dan taat aturan, maka hasilnya pun sudah 
pasti akan bagus pula dan memuaskan semua pihak yang 
berperkara, kondisi hukum yang demikian inilah yang sangat 
didambakan oleh segenap lapisan masyarakat. 
4. Anak 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.  
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Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.  
Pengertian Anak Menurut KUHPidana dalam Pasal 45 
KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam 
belas) tahun. Sedangkan pengertian anak menurut Hukum Perdata 
yakni pada Pasal 330 KUHPerdata merumuskan, orang belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua 
satuDalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia 
seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik 
dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan 
dalam KUHPerdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak 
tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya 
sebagai berikut: 
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. 
Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 
dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam 
kedudukan belum dewasa.tahun dan tidak lebih dahulu 
kawin. 
Batasan umur yang digunakan dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sama dengan 
batasan umur dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun, 
dengan bunyi pasal sebagai berikut; “anak adalah seseorang yang 
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belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin”. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) 
bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 
ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang 
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya”. 
Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak 
adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak di dalam Undang-Undang ini yang di kategorikan 
anak adalah Pasal 1 angka 3 dan 4 yang menyebutkan “ Anak yang 
Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
24 
 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” 
Dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di 
bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, 
pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Hak anak 
merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang 
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan 
pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, 
diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun 
perangkat hukum yang lebih memadai. 
Antara KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak 
mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus 
dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang 
biasa dikenal dengan lex specialis derogat lex generalis. Undang-
Undang Perlindungan Anak bersifat lex spesialis dan KUH Pidana 
bersifat lex generalis. 
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5. Persetubuhan 
Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada 
yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis 
kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima 
pasal yakni : 284 (perzinaan), 285 ( perkosaan bersetubuh), 286 
(bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam 
keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang 
belum berumur lima belas taun yang bukan istrinya), dan pasal 288 
(bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum 
waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian. 
Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang 
dilakukan secara illegal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap 
legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan 
perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau 
persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, 
seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika 
ia sudah genap berumur 15 tahun. 
Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami 
resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri 
apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun 
persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak 
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dianggap sah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan 
perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi 
suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika 
persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip 
di atas maka persetubuhan tersebut dianggap illegal dan dapat 
dipidana. 
Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 
dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur 
dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat 
cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang 
melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 81, Pasal 82 dan 
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Pasal 81 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak  
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
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ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
Yang disebut persetubuhan (coitus) adalah perpaduan 
antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi 
kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. 
Menurut Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu 
arrestnya (5-2-1912) menyatakan bahwa “persetubuhan adalah 
perpaduan antara alat kelamin laki- laki dengan alat kelamin 
perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di 
mana alat kelamin laki- laki masuk ke dalam alat kelamin 
perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” ( Soesilo, 1980 
: 181 ). 
   Adapun mengenai kasus  tindak pidana pelecehan 
seksual, juga mempunyai beberapa unsur baik unsur objektif 
maupun unsur subjektif seperti yang tercantum dalam  pasal 285 
dan 289 KUHP. 
Pasal 285 KUHP ayat (1),yang bunyinya: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh 
dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan 
hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun”. 
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Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat  dirincikan unsur - 
unsur sebagai berikut: 
Unsur – unsur Objektif; 
1. Perbuatannya: bersetubuh 
Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam 
tindak pidana  persetubuhan  terhadap anak di bawah umur, hal ini 
disebabkan apabila  perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka 
perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi 
perbuatan persetubuhan. Sebagaimana yang diterapkan Pasal 287 
KUHP adalah apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi 
yakni apabila  kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si 
perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat 
mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya 
sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan 
tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan 
hanya perbuatan pencabulan. 
2. Objeknya perempuan diluar kawin 
3. Yang umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas 
waktunya dikawin. 
Pasal 289 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
“ Barang siapa dengan kekerasan atau  dengan ancaman akan 
memakai kekerasan memaksa seseorang melakukan atau untuk 
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membiarkan dilakukannya tindakan- tindakan yang sifatnya 
melanggar kesusilaan, karena bersalah secara nyata merusak 
kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 
Sembilan tahun”. 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP hanya 
terdiri atas unsur- unsur objektif, masing- masing yakni : 
1. Barangsiapa 
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai 
kekerasan 
3. Memaksa orang 
4. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar 
kesusilaan atau 
5. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan- tindakan yang 
sifatnya melanggar kesusilaan. 
Walaupun Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan 
adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan 
tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP, 
tetapi dengan disyaratkannya unsur- unsur memaksa dalam 
melakukan tindak pidana tersebut, kiranya sudah jelas bahwa 
tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP itu harus 
dilakukan dengan sengaja, yakni karena perbuatan memaksa 
orang lain itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan tidak sengaja.  
Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan 
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seksual tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak 
kandungnya sendiri yang pada hakikatnya ayah merupakan salah 
satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman 
kejahatan apapun yang mengancamnya.   
B. Ketentuan Pidana tentang Pemaksaan Persetubuhan Terhadap 
Anak 
1. Persetubuhan Anak Menurut KUHP  
Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah :  
Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di 
luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus 
disangkanya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun 
atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk 
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.  
Bagian inti delik dari pasal di atas adalah :  
1. Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan;  
2. Diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa 
umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin.  
Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP disebutkan:  
“Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika 
perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah 
satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”  
Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari 
persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. 
31 
 
Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah 
pengawasaannya, pembantuannya atau bawahannya.  
Jika melihat rumusan dalam Pasal 287 KUHP, terdapat dua 
jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama tindak pidana 
aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang 
umurnya diatas 12 tahun dan belum mencapai umur 15 tahun. 
Kedua, adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah 
bersetubuh dengan anak dibawah umur 12 tahun atau 
mengakibatkan luka-luka, luka berat dan luka ringan atau 
bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan 
dan pembantunya. Oleh karena merupakan tindak pidana biasa 
maka tidak memerlukan adanya pengaduan. 
2. Persetubuhan Anak Menurut Undang- Undang Perlindungan 
Anak 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam undang-
undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap 
anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa:  
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan,memaksa anak melakukan 
persetubuhan denagannya atau dengan orang lain, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).  
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan segaja 
melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
orang lain.  
Jika melihat pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 di atas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat 
adanya rumusan baru tentang persetubuhan terhadap anak, 
yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian 
kebohongan.  
Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya 
merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak 
benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. 
Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan 
serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun 
sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu 
dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang 
menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak 
benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan 
kepada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian 
kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu: 
a) Perkataan yang isinya tidak benar;  
b) Lebih dari satu kebohongan;  
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c) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.  
Hal yang merupakan kemajuan dalam Pasal 81 ayat (1) 
dan (2) UU Perlindungan Anak adalah adanya kualifikasi orang 
yang dengan segaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain disamakan dengan orang yang 
dengan segaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
orang lain. Dalam artian bahwa tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk dirumuskan sama dengan 
persetubuhan yang dilakukandengan memaksa. 
3. Persetubuhan Menurut Undang – Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT ) 
Pasal 46 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 
Pasal 47 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganyamelakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan 
terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan 
terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan 
penuntut umum.  
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang 
sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan 
kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. 
Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang 
menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki 
adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat 
meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana 
yang dilakukannya. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut 
KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah 
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. 
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Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun 
Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan 
penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan 
antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui 
perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain 
memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui 
perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan 
sebagainya. 
1. Yuridis 
 Alat Bukti 
Menurut R. Atang Ranomiharjo (Prints Darwan : 107 ) alat 
bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu 
tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan 
sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi 
hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh terdakwa. 
Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang 
sah dalam pengadilan pidana terbagi menjadi: 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
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4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa  
Untuk keterangan saksi ahli, menurut pasal 186 KUHAP, 
adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 
Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 186 KUHAP, disebutkan 
bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan di 
sidang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, setelah ahli 
tersebut mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.  
Dari pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa syarat-
syarat keterangan ahli adalah sebagai berikut:  
1. Dinyatakan oleh seorang ahli 
2. Dinyatakan di dalam sidang pengadilan 
3. Diberikan di bawah sumpah.  
Jadi, keterangan seorang saksi ahli yang didapat dalam 
persidangan pidana adalah sah untuk dijadikan alat bukti dalam 
suatu persidangan pidana. 
2. Yang memberatkan 
 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang 
ditentukan sebagai berikut : 
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 65 KUH Pidana : 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
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diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu pidana; 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya. 
Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi: 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu.” 
 
b. Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 
KUH Pidana. 
3. Yang Meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
Undang (Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai 
berikut : 
(1) Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi 
sebagai berikut. 
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.” 
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(2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi sebagai 
berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan 
itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
(3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan 
itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan di adakan di daerah hukum Kota 
Makassar yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar karena dapat 
memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
penelitian yang menjadi sumber data dari primer ini adalah dari 
wawancara Hakim.  
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 
Sumbernya adalah buku- buku literature serta kitab undang- 
undang yang terkait dengan proposal ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk lebih memudahkan data serta mendapatkan data yang 
lebih akurat maka digunakan teknik sebagai berikut :  
1. Data primer, teknik pengumpulan datanya adalah dengan 
mengadakan  wawancara atau Tanya jawab langsung terhadap 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani tindak pidana 
memaksa melakukan persetubuhan kepada anak. 
2. Data sekunder, karena sifatnya kepustakaan maka teknik 
pengumpulan datanya adalah dengan membaca buku- buku 
literatur sebagai landasan teori untuk menunjang penulisan skripsi 
ini.  
D. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari 
data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut 
dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan 
dituangkan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadapa Tindak Pidana 
Pemaksaan Persutubuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya 
(Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/PN.Mks ) 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Muddin Dg. Kulle, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 
2013 sekitar jam 03.00 WITA atau setidak- tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Nuri Baru Lr. 312 Kota 
Makassar atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau 
setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi 
korban yaitu Risnawati alias Risna sementara tidur bersama 
adiknya yaitu saksi Yuliana, tiba- tiba Terdakwa masuk ke dalam 
kamar saksi korban dan langsung mematikan lampu kamar, setelah 
itu Terdakwa naik diatas tempat tidur kemudian saksi Risna 
terbangun dan Terdakwa langsung mengancam saksi korban dan 
berkata “sannangko kobunuhko injo” setelah itu Terdakwa langsung 
menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu menyekap 
mulut saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan 
kemaluannnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga air  sperma 
terdakwa keluar didalam vagina saksi korban, setelah  itu Terdakwa 
lalu meninggalkan saksi korban 
Terdakwa mengetahui pada saat menyetubuhi atau 
melakukan hubungan badan dengan saksi korban masih berumur 
15 ( lima belas ) tahun. 
Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa 
kesakitan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, 
sebagaimana dalam visum et refertum nomor : 
VER/13/VII/2013/Rumkit tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F, dokter pada rumah 
sakit Bhayangkara Makassar. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pertama : 
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Bahwa terdakwa Muddin Dg. Kulle, pada hari Selasa tanggal 
25 Juni 2013 sekitar jam 03.00 WITA atau setidak- tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Nuri Baru Lr. 312 
Kota Makassar atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau 
setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa pada waktu dan temoat sebagaimana tersebut diatas 
saksi korban yaitu Risnawati alias Risna sementara tidur bersama 
adiknya yaitu saksi Yuliana, tiba- tiba Terdakwa masuk ke dalam 
kamar saksi korban dan langsung mematikan lampu kamar, setelah 
itu Terdakwa naik diatas tempat tidur kemudian saksi Risna 
terbangun dan Terdakwa langsung mengancam saksi korban dan 
berkata “sannangko kobunuhko injo” setelah itu Terdakwa langsung 
menarik celana dan celana dalam saksi korban lalu menyekap 
mulut saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan 
kemaluannnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga air  sperma 
terdakwa keluar didalam vagina saksi korban, setelah  itu Terdakwa 
lalu meninggalkan saksi korban 
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Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat menyetubuhi atau 
melakukan hubungan badan dengan saksi korban masih berumur 
15 ( lima belas ) tahun. 
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa 
kesakitan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, 
sebagaimana dalam visum et refertum nomor : 
VER/13/VII/2013/Rumkit tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F, dokter pada rumah 
sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai 
berikut : 
-  Hasil pemeriksaan : 
 Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3 dan 5 
 Test kehamilan hasil positif 
- Hasil tindakan 
 Tidak mendapatkan pengobatan 
 Tidak dilakukan rawat inap 
- Kesimpulan  
 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang berjenis 
kelamin perempuan berusia anak 
 Ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara yang 
dapat sesuai akibat persetubuhan / penetrasi benda tumpul. 
 Ditemukan tanda- tanda kehamilan ( test kehamilan positif ) 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
adiancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak; 
Kedua 
Bahwa trdakwa Muddin Dg. Kulle, pada hari Selasa tanggal 25 
Juni 2013 sekitar jam 03.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Nuri Baru Lr. 312 Kota 
Makassar atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum PEngadilan Negeri Makassar, 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa 
dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
saksi korban yaitu Risnawati alias Risna sementara tidur 
bersma adiknya yaitu saksi Yuliana tiba- tiba Terdakwa masuk 
ke dalam kamar saksi korban dan langsung mematikan lampu 
kamar, setelah itu Terdakwa naik diatas tempat tidur kemudian 
saksi Risna terbangun dan Terdakwa langsung mengancam 
saksi korban dan berkata “sannangko kobunuhko injo” setelah 
itu terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam saksi 
korban lalu menyekap mulut saksi korban kemudian Terdawka 
memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban 
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hingga air sperma Terdakwa keluar di dalam vagina saksi 
korba, setelah itu Terdakwa lalu meninggalkan saksi korban. 
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat menyetubuhi atau 
melakukan hubungan badan dengan saksi korban masih 
berumur 15 ( lima belas ) tahun. 
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa 
kesakitan yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, 
sebagaimana dalam visum et refertum nomor : 
VER/13/VII/2013/Rumkit tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M.Sp.F, dokter pada rumah 
sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut : 
- Hasil pemeriksaan : 
 Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3 dan 5 
 Test kehamilan positif 
- Hasil tindakan  
 Tidak mendapatkan pengobatan 
 Tidak dilakukan rawat inap 
- Kesimpulan : 
 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang 
berjenis kelamin perempuan berusia anak 
 Ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara 
yang dapat sesuai akibat persetubuhan / penetrasi 
benda tumpul 
 Ditemukan tanda- tanda kehamilan ( test kehamilan 
positif ) 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 TAhun 
2002 Tentang Perlindungan Anak : 
Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum 
Terdakwa tidak mengajukanj keberatan ayau eksepsi terhadap 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut maka sidang perkara ini 
dilanjutkan dengan acara pembuktian ; 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwannya, Jaksa 
Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan 
persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah 
sesuai dengan agama yang dianutnya. 
3. Alat Bukti Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh 
Orang Tua Terhadap Anaknya 
Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan adalah : 
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1. Keterangan Saksi 
1.1 Risnawati alias Risna 
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan 
keluarga sedarah dimana terdakwa adalah Bapak kandung 
saksi; 
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan 
saksi pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 
00.30 WITA di rumah terdakwa yang merupakan bapak 
kandung saksi yaitu di Jl. Nuri Baru Ll 312 Kota Makassar 
dimana pada waktu itu saksi sedang tidur di kamarnya 
bersama dengan adik kandung perempuannya sementara 
Ibu kandung saksi bekerja sebagai tukang parkir di lagaligo 
dan biasanya baru pulang menjelang subuh.  
- Bahwa terdakwa mematikan lampu kamar dan 
mengancam akan membunuh saksi dengan parang 
apabila saksi tidak mau melayaninya dimana saat itu saksi 
mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa 
sehingga saksi menduga waktu itu terdakwa dalam 
keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa membuka 
celananya sehingga kelihatan kemaluannya dan kemudian 
Terdakwa melepas celana dalam saksi lalu terdakwa 
langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan 
saksi sendiri sambil menyekap mulut saksi dengan tangan 
kanannya, dimana pada saat itu adik perempuan saksi 
yang bernama uli melihat kejadian tersebut tapi karena 
diancam akan dibunuh oleh terdakwa maka adik 
perempuan saksi yang bernama uli diam saja 
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 
hanya satu kali, berlangsung sebentar karena setelah air 
mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi 
selanjutnya terdakwa langsung pergi tidur diluar kamar 
saksi, dimana saat itu saksi merasakan sakit dan 
kemaluannya berdarah sehingga saksi bangun dan pergi 
ke kamar mandi terus menangis 
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tantenya 
dan kemudian bersama tante dan adiknya saksi 
melaporkan Terdakwa ke Polisi, pada saat kejadian 
tersebut saksi masih sekolah kelas 2 SMP tapi akibat 
kejadian tersebut saksi hamil dan karena malu kemudian 
saksi keluar dari sekolah 
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- Bahwa keterangan saksi semuanya dibenarkan oleh 
Terdakwa 
1.2 Yuliana alias Uli 
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan 
keluarga sedarah dimana Terdakwa adalah Bapak 
kandung saksi 
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan 
kakak saksi yang bernama Risnawati Alias Risna pada hari 
Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 00.30 wita di 
rumah Terdakwa yang merupakan Bapak kandung saksi 
yaitu di Jl. Nuri Baru Lr.312 Kota Makassar dimana pada 
waktu itu saksi sedang tidur dikamarnya bersama dengan 
kakak perempuannya itu sementara Ibu kandung saksi 
sedang bekerja sebagai tukang parkir di Lagaligo dan 
biasanya baru pulang menjelang subuh 
- Bahwa Terdakwa mematikan lampu kamar dan langsung 
naik ke atas tempat tidur serta mengancam akan 
membunuh saksi dengan parang apabila saksi ribut, 
selanjutnya Terdakwa memperkosa kakak saksi yang 
bernama Risnawati Alias Risna tersebut dengan ancaman 
parang, saksi melihat kejadian tersebut sampai selesai dan 
selanjutnya saksi mendengar kakaknya tersebut menangis; 
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 
hanya satu kali, berlangsung sebentar dan selanjutnya 
Terdakwa langsung pergi tidur di luar kamar saksi, dimana 
saat itu saksi melihat kakaknya bangun dan pergi ke kamar 
mandi terus menangis 
- Bahwa saksi bersama dengan kakaknya dan tantenya 
melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, pada saat kejadian 
tersebut kakak saksi Risnawati Alias Risna masih sekolah 
kelas 2 SMP tapi akibat kejadian tersebut kakak saksi 
tersebut menjadi hamil dan karena malu kemudian kakak 
saksi tersebut keluar dari sekolah; 
- Bahwa keterangan saksi semuanya dibenarkan oleh 
Terdakwa 
1.3 Rukiyah Dg. Baji 
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar 
saksi dimana Terdakwa adalah suami dari adik kandung 
saksi tapi tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda; 
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan 
keponakan saksi yang bernama Risnawati Alias Risna 
pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 00.30 
wita di rumah Terdakwa yang merupakan Bapak kandung 
korban yaitu di Jl. Nuri Baru Lr.312 Kota Makassar dimana 
pada waktu itu korban (keponakan saksi) sedang tidur 
dikamarnya bersama dengan adik kandung perempuannya 
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sementara Ibu kandung mereka sedang bekerja sebagai 
tukang parkir di Lagaligo dan biasanya baru pulang 
menjelang subuh; 
- Bahwa Terdakwa mematikan lampu kamar dan 
mengancam akan membunuh korban dengan parang 
apabila korban tidak mau melayaninya dimana saat itu 
korban mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa 
sehingga korban menduga waktu itu Terdakwa dalam 
keadaan mabuk, selanjutnya Terdakwa membuka 
celananya sehingga kelihatan kemaluannya dan kemudian 
Terdakwa melepas celana dalam korban lalu Terdakwa 
langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan 
korban sambil menyekap mulut korban dengan tangan 
kanannya, dimana pada saat itu adik perempuan korban 
yang bernama Yuliana Alias Uli melihat kejadian tersebut 
tapi karena diancam Terdakwa maka adik perempuan 
korban yang bernama Uli diam saja; 
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban 
hanya satu kali, berlangsung sebentar karena setelah air 
mani Terdakwa keluar didalam kemaluan korban 
selanjutnya Terdakwa langsung pergi tidur di luar kamar 
korban, dimana saat itu korban merasakan sakit dan 
kemaluannya berdarah sehingga korban bangun dan pergi 
ke kamar mandi terus menangis; 
- Bahwa korban melaporkan kejadian tersebut pada saksi 
yang adalah tantenya korban, dan karena Ibu kandung 
saksi korban agak idiot maka persoalan saksi korban 
tersebut diambil alih oleh saksi dan kemudian bersama 
korban dan adiknya korban, saksi melaporkan Terdakwa 
ke Polisi, pada saat kejadian tersebut korban masih 
sekolah kelas 2 SMP tapi akibat kejadian tersebut korban 
hamil dan karena malu kemudian korban keluar dari 
sekolah; 
- Bahwa keterangan saksi semuanya dibenarkan oleh 
Terdakwa; 
2. Keterangan Terdakwa 
Muddin Dg. Kulle 
- Bahwa Terdakwa mengenal korbannya dimana korban 
perkosaan Terdakwa adalah anak kandung Terdakwa 
sendiri yang bernama Risnawati Alias Risna; 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 
00.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Nuri Baru 
Lr.312 Kota Makassar, Terdakwa dalam keadaan mabuk 
telah memaksa anak kandungnya yang bernama Risnawati 
Alias Risna untuk melayaninya berhubungan suami istri 
dimana Terdakwa mula-mula mematikan lampu kamar 
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korban yang sementara sedang tidur dengan adik 
perempuannya, kemudian Terdakwa mendekati korban 
dan membuka celana dalam korban sambil mengancam 
korban dengan parang untuk diam dan jika ribut akan 
dibunuh, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat 
kelaminnya kedalam alat kelamin korban sambil menutup 
mulut korban dengan tangan kanan Terdakwa dengan 
maksud agar korban tidak bisa berteriak pada saat 
disetubuhi Terdakwa; 
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban hanya satu kali saja 
pada malam itu dimana isteri Terdakwa yang merupakan 
Ibu kandung korban sedang bekerja sebagai tukang parkir 
di Lagaligo yang pulangnya menjelang subuh, dan 
Terdakwa hanya sebentar menyetubuhi korban karena 
setelah air mani Terdakwa keluar didalam vagina korban 
selanjutnya Terdakwa pergi tidur keluar kamar korban; 
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak 
kandungnya yang bernama Risnawati, perbuatan 
Terdakwa ini juga disaksikan oleh anak perempuan 
Terdakwa yang bernama Yuliana Alias Uli yang adalah 
adik kandung korban; 
- Bahwa korban pada saat kejadian itu masih sekolah kelas 
2 SMP dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut 
menyebabkan korban menjadi hamil sehingga korban 
merasa umalu udan uakhirnya ukorban ukeluar udari 
usekolah, uselanjutnya ukorban melaporkan kejadian itu 
pada tantenya dan korban bersama adik perempuannya 
yang bernama Uli dengan diantar tantenya telah 
melaporkan Terdakwa ke Polisi; 
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan atas 
perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah; 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada 
pokoknya menyatakan sebgai berikut : 
1. Menyatakan bahwa Muddin Dg. Kulle  telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak 
melakukan persetubuhan terhadap anak”, sebagaimana 
dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, melanggar 
pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muddin Dg. Kulle 
dengan pidana penjara selama 13 ( tiga belas ) tahun di 
kurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan 
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dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 
terdakwa membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah ) subsidair pidana kurungan selama 6 
(enam) bulan kurungan; 
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp 5000,-  (lima ribu rupiah); 
 
 
 
5. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa Muddin Dg. Kulle terbukti secara dan 
meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana “memaksa anak 
melakukan persetubuhan terhadap anak”. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muddin Dg. Kulle oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun 
dan denda Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) subsidair 
3 ( tiga ) bulan kurungan: 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 
4. Memerrintahkan kepada Terdakwa tetap berada di dalam 
tahanan; 
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
3.000,- ( tiga ribu rupiah); 
6. Komentar Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua 
terhadap anaknya. Dimana yang menjadi terdakwa adalah Muddin 
Dg. Kulle yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap 
anaknya yang bernama Risnawati alias Risna. 
Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan 
wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak 
Nathan Lambe,S.H.,M.H. (wawancara tanggal 12 januari 2015) 
yang mengatakan bahwa : 
Bahwa ada paksaan secara psikis karena orang tua terhadap 
anak kandungnya, bisa saja tipikal orang tua ini pemaksa terhadap 
anaknya. Yang dipertimbangkan majelis ini pada dakwaan pertama 
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ada ancaman kekerasan yang terbukti sesuai dengan Pasal 81 
Undang- Undang No. 23 Tahun 2003. Biasanya yang melaporkan 
adalah istrinya sendiri namun seiring berjalannya proses timbul 
rasa prihatin karena seorang bapak merupakan tulang punggung 
keluarga dimana keluarganya sendiri akan merasa kalau terdakwa 
di hukum lama maka mereka akan seperti apa nantinya. 
Pertimbangan sosiologis yang menjadi salah satu dasar mengapa 
hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun terhadap terdakwa. Hakim 
tidak semata- mata menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 
melainkan melihat juga dari beberapa aspek.  
 
Adapun efektivitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
persetubuhan dalam putusan perkara Nomor : 1459/Pid.B/2013/ 
PN.Mks adalah menurut Bapak Nathan Lemba (wawancara tanggal 
12 Januari 2015) yang mengatakan bahwa : 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan agar terdakwa jera 
dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat 
disimpulkan hakim telah adil dalam menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa karena dilihat dari sisi kemanusiaan bahwa terdakwa 
merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak- 
anak yang memerlukan sosok seorang bapak. Hukuman yang 
diberikan hakim juga untuk membuat terdakwa dapat memperbaiki 
diri dan tidak mengulanginya lagi juga menimbulkan efek jera 
kepada terdakwa. 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil perkara di 
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atas, jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 81 ayat (1) undang-
undang tentang perlindungan anak di dalam dakwaannya. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka 
menurut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif 
yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti 
yaitu Pasal 81 ayat (1) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Setiap orang. 
Yang dimaksud “setiap orang” dalam UU No. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak yaitu orang yang diajukan 
dipersidangan karena adanya surat dakwaan penuntut 
umum atas diri terdakwa Muddin Dg. Kulle sebagai subjek 
hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab 
adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan 
jiwanya.  
Dalam perkara ini terdakwa Muddin Dg. Kulle dengan 
segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat 
dakwaan dimana selama persidangan berlangsung 
menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah 
sempurna dan sehat sehingga dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek 
hukum.  
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2. Dengan segaja melakukan kekerasaan atau ancaman 
kekerasaan, memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain. 
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan segaja berarti 
mempunyai maksud dan niat atau tujuan dari suatu 
perbuatan yang akan dilakukan, haruslah dikehendaki oleh 
yang berbuat.  
Kesengajaan dari pelaku dapat dilihat dari tindakan 
terdakwa yang memaksa anak kandungnya Risna untuk 
melakukan persetubuhan dimana Terdakwa mula- mula 
mematikan lampu kamar korban yang sementara tidur 
dengan adki perempuannya, kemudian terdakwa mendekati 
korban dan membuka celana dalam korban sambil 
membuka celana dalam korban sambil mengancam korban 
dengan parang untuk dian dan jika rebut akan dibunuh, 
selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya 
kedalam alat kelamin korban sambil menutup mulut korban 
dengan tangan kanan Tersakwa dengan maksud agar 
korban tidak bisa berteriak pada saat disetubuhi Terdakwa. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti. 
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa 
yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim sebelum 
menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor 
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1459/Pid.B/2013/PN.Mks lebih didasarkan pada akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan 
sikap terdakwa pada saat diperiksa di pengadilan dan juga hakim 
hanya melihat secara yuridis sedangkan dalam analisis 
pertimbangan hakim bukan hanya pertimbangan secara yuridis tapi 
juga pertimbangan secara sosiologis.  
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana 
Pemaksaan Persetubuhan Terhadap Anak ( Studi Kasus Putusan 
Nomor 1459/Pid./B/2013/PN.Mks ) 
1. Pertimbangan Hakim 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim 
dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. 
Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 00.30 
WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Nuri Baru Lr.312 Kota 
Makassar, Terdakwa dalam keadaan mabuk telah memaksa anak 
kandungnya yang bernama Risnawati alias Risna untuk 
melayaninya berhubungan suami istri 
- Bahwa terdakwa mula- mula mematikan lampu kamar korban yang 
sementara sedang tidur dengan adik perempuannya, kemudian 
terdakwa mendekati korban dan membuka celana dalam korban 
sambil mengancam korban dengan parang untuk diam dan jika 
rebut akan dibunuh, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat 
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kelaminnya kedalam alat kelamin korban sambil menutup mulut 
korban dengan tangan kanan Terdakwa dengan maksud agar 
korban tidak bias berteriak pada saat disetubuhi Terdakwa 
- Bahwa setelah air mani Terdakwa keluar didalam vagina korban 
selanjutnya Terdakwa pergi tidur keluar kamar korban 
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak kandungnya yang 
bernama Risnawati, perbuatan Terdakwa ini juga disaksikan oleh 
anak perempuan Terdakwa yang bernama Yuliana alias Uli yang 
adalah adik kandung korban 
- Bahwa pada malam itu isteri Terdakwa merupakan Ibu kandung 
korban sedang bekerja sebagai tukang parker di Lagaligo yang 
pulangnya menjelang subuh 
- Bahwa korban pada saat kejadian itu masih berumur 15 (lima belas 
tahun ) dan sekolah kelas 2 SMP dan akibat perbuatan Terdakwa 
tersebut menyebabkan korban menjadi hamil 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, 
majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang 
dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan 
dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum 
kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. 
Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 
dipergunakan oleh hakim dalam memutus kasus dalam putusan nomor 
1459/PID.B/2013/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta yang 
dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada 
Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa antara lain :  
 Yuridis yang diuraikan diata, menjadi pertanyaan hukum bagi 
Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan 
perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di 
dalamm dakwannya 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, 
Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu : 
PERTAMA : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23    
    Tahun 2002, tentang Perlindungan anak; 
Atau 
KEDUA : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23    
      Tahun 2002, tentang Perlindungan anak 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum 
bersifat alternative, maka dalam mempertimbangkan dakwaan 
Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh 
dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) 
Undang- Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak, 
berbunyi sebagai berikut : 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah) 
Menimbang bahwa dari uraian pasal tersebut di atas, 
disimpulkan unsur- unsurnya sebagai berikut : 
- Setiap orang 
Ad. 1. Unsur Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap 
Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang tidak cacat 
mental dan mampu bertanggung jawab 
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Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebgai 
subyek hukumnya adalah terdakwa MUDDIN DG. KULLE yang dimuka 
persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung 
jawab dan identitasnya telah dicocokan dengan identitas Terdakwa 
sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara  
satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat 
kesalahan orang ( error in persona ) yang diajukan ke muka 
persidangan.  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa 
diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUDDIN DG. KULLE adalah orang 
yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti menurut hukum. 
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. 
Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
perbuatan yang oleh pelaku disadari, dikehendaki dan diketahui 
akibatnya. 
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis 
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja 
melakukan ancaman kekerasan memaksa anak kandungnya, yang 
masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah 
terbukti menurut hukum. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas 
maka seluruh unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terpenuhi 
dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana 
“Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak” 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan 
adanya alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan lainnya yang 
dapat menghapus pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada 
Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan tapi adalah 
pembinaan agar di masa yang akan datang Terdakwa akan lebih baik 
lagi atau mudah-mudahan dengan dipidananya Terdakwa ada efek 
jeranya 
Menimbang bahwa selama Terdakwa dalam menjalani proses 
peradilan telah ditahan oleh aparat pejabat penegak hukum sesuai 
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dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
Undang- Undang maka masa penahanan yang telah dijalani selama ini 
dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan 
Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim dibandingkan dengan masa penahanannya yang telah dijalani 
lebih lama maka diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam 
tahanan. 
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, 
maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara 
sebagaimana di dalam amar putusan berikut ini. 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan atau hal- 
hal yang meringankan bagi terdakwa ; 
 
Hal- hal yang memberatkan : 
- Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban 
- Terdakwa telah membuat saksi korban trauma seumur 
hidup 
Hal- hal yang meringankan : 
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan 
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga 
memperlancar jalannya persidangan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
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2. Amar Putusan 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Muddin Dg. Kulle terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak 
melakukan persetubuhan terhadap anak”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muddin Dg. Kulle oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun 
dan denda Rp 100.000.000-, ( seratus juta rupiah ) subsidair 3 
(tiga) bulan kurungan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada di dalam 
tahanan; 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp3.000-, (tiga ribu rupiah); 
3. Komentar Penulis 
Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-
undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, 
yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga 
pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang 
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terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang 
sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang 
tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari 
segala hukum. Dimana perbuatan terdakwa yang melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya. telah melanggar Pasal 81 ayat 
(1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dimana semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpehuhi. 
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa 
yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim sebelum 
menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor 
1459/PID.B/2013/PN.Mks lebih didasarkan pada akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan sikap 
terdakwa pada saat diperiksa di pengadilan dan juga hakim hanya 
melihat secara yuridis sedangkan dalam analisis pertimbangan hakim 
bukan hanya pertimbangan secara yuridis tapi juga pertimbangan 
secara sosiologis. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah 
satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Nathan 
Lemba,S.H.,M.H. (wawancara tanggal 12 Januari 2015) yang 
mengatakan bahwa : 
Salah satu pertimbangan hukum hakim atas amar putusan 
terhadap terdakwa Muddin Dg. Kulle adalah dalam menjatuhkan 
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putusan pertama kita harus berpegang teguh kepada keadilan. 
Pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa 
berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya 
sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali 
perbuatannya. Dimana kita juga melihat dasar hukum dari Undang- 
Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, kita juga harus 
melihat  dari aspek sosiologisnya  
 
Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim 
berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim 
pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar 
Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan menjatuhkan saksi pemidanaan kepada terdakwa Muddin 
Dg. Kulle. 
Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di 
atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Muddin 
Dg. Kulle dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana 
denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) 
bulan kurungan. 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan 
beberapa nara sumber yang kompoten dalam perkara ini, maka 
penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim 
dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang 
terungkap dalam persidangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh Orang Tua Terhadap 
Anaknya (Studi Kasus Putusan No. 1459/Pid.B/2013/PN.Mks), dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak sudah 
sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor : 1459/ 
Pid.B /2013/ PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) sesuai dengan faktor 
perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak dan sanksi yang 
diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materiil terhadap kasus 
tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah 
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.1459/Pid.B/2013/PN 
Makassar telah sesuai, walaupun terdakwa seharusnya mendapat 
hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tapi karena 
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berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan 
terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri . Berdasarkan 
keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti 
dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-
hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal 
dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-
undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim 
dalam menjatuhkan putusan yang adil.  
B. Saran 
1. Sebaiknya dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih 
diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi 
mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua 
pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi 
terdakwa/terpidana. 
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan 
kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya 
terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya 
kesempatan. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, 
karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan 
nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, 
karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi. 
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